BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini
yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn menegaskan pentingnya
pemenuhan hak korban dalam restitusi. Pembayaran restitusi secara
tanggung renteng sebesar Rp50.215.000 dibagi secara merata di antara 11
terdakwa sehingga setiap terdakwa memiliki tanggung jawab sebesar
Rp4.565.000. Pelaksanaan pembayaran restitusi telah terlaksana pada 6 Juli
2023. Kebijakan ini menunjukkan keberhasilan dalam merealisasikan hak
Korban. Putusan ini memang tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (15)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur bahwa
perincian besaran restitusi harus ditetapkan berdasarkan peran dan
kesalahan masing-masing terdakwa. Teori keadilan W.J.S. Poerwadarminta
relevan terhadap pada putusan ini, yang mengutamakan kesetaraan dalam
pelaksanaan restitusi dan memastikan bahwa hak korban tetap terlindungi
tanpa mengabaikan kemampuan terdakwa dalam memenuhi kewajiban
tersebut. Restitusi lebih relevan dikaitkan dengan De Relative Theori (teori
relatif atau tujuan) yang menitikberatkan pada tujuan pemidanaan untuk

memulihkan kerugian korban.
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2. Kebijakan restitusi bagi Anak Korban delik penyertaan harus dilaksanakan
berdasarkan Pasal 8 ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2022, yang
menghendaki Hakim menetapkan perincian besaran Restitusi yang harus
dibayarkan oleh masing-masing Terdakwa sesuai dengan peran dan
kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian. Dalam konteks Putusan
Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn, restitusi secara tanggung renteng telah
memenuhi hak korban, namun tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (15) Perma
Nomor 1 Tahun 2022. Perincian masing-masing besaran restitusi bagi para
Terdakwa juga dapat berdampak bagi Korban jika terdapat salah satu atau
beberapa para Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya mengingat dalam
restitusi belum ada upaya paksa, kecuali dalam perkara tindak pidana
kekerasan seksual. Kebijakan ini bertujuan agar tidak hanya memberikan
kepastian dan keadilan hukum bagi Anak Korban maupun keluarganya,

namun juga bagi Para Terdakwa.

B. Saran
1. Hakim dalam membuat Putusan mengenai restitusi pada delik penyertaan
(Terdakwa lebih dari 1 orang) maka harus sesuai dan berpedoman pada
Pasal 8 ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi
kepada Korban Tindak Pidana.
2. Pengajuan restitusi, baik oleh pihak Korban, keluarga Korban, LPSK,

tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan harus benar-benar
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dilakukan perhitungan dengan detail dan sesuai dengan fakta yang dialami

oleh Korban.
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Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian ke Pengadilan Negeri Sleman

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 956/V.5 25 November 2024
Lamp. : (--)

Hal : Permohonan [jin Penelitian

Kepada

Yth Ketua Pengadilan Negeri Sleman
d.a. JIn. KRT. Pringgodiningrat No 1, Beran Tridadi, Kode Pos 55511

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, memohon ijin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Suci Romadhani
No. Mahasiswa @ 235215210

untuk mengadakan pencarian data di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tesis
sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun judul tesis mahasiswa tersebut adalah :

“ Kebijakan Restitusi Bagi Anak Korban Delik Penyertaan Kekerasan Fisik (Studi Kasus
Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn)

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ka. Prodi. S2 Hukum

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Alamat Kontak

Kampus | Gedung Alfonsus Telepon  :+62-274-561031

Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281  Fax 1+62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

URL

https://fh.uajy.ac.id
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Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Penelitian ke Kejaksaan Negeri Sleman

https://fh.uajy.ac.id

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 955/V.5 25 November 2024
Lamp. : (--)

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada

Yth Kepala Kejaksaan Negeri Sleman

d.a. JI. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, memohon ijin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Suci Romadhani
No. Mahasiswa : 235215210

untuk mengadakan pencarian data di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tesis
sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun judul tesis mahasiswa tersebut adalah :

“Kebijakan Restitusi Bagi Anak Korban Delik Penyertaan Kekerasan Fisik (Studi Kasus
Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Smn) ”

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ka. Prodi. S2 Hukum

FAKULTAS
Hi

UKUM
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Alamat Kontak

Kampus | Gedung Alfonsus Telepon :+62-274-561031

Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281  Fax 1 +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

URL
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Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian (Wawancara)

Wawancara dengan Narasumber Bapak Edy Antonno, S.H.
pada Senin, 2 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Sleman

Wawancara dengan Narasumber Ibu Basaria Marpaung, S.H.
pada Selasa, 17 Desember 2024 di Kejaksaan Negeri Sleman



Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian (Sosialisasi Perma)

& VENUE MARI

-~
PN Pasaman Barat e

-

SOSIALISASI PERMA NO. 1 TAHUN 2022 UNTUK
PENGUATAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL

(@ Tata Cara Pengajuan Restitusi:

don Putusan

Tetap. (Vi 8s/d10)

« Permohanan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melah

LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum, dapat dispukan obed
Korban,

«Dslam hal permohonan disjukan melsiul penyidik atau LPSK

penyidik atau LPSK menysmpaikan berkas permohonan kepada
Penumtul Umum  sebslun bedas perkara  dilimpahlan ke
Pengadilen staw peling lBrilot sebelum  Peountut  Umum
membacakan tuntutse pidana.

«Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Rostitusl

Hakim membeiahukan hak Yorban untuk memperole, Rest s
yang dapat dispukin sebelum Penuntut Umum mengamsh an
tuntutan atau setelsh putusan pengadilan berkseustan huku

tetap.
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18 DEC 2024
‘ 09.00-12.00 wiB

COMMAND CENTER
ENGADILAN NEGERI KOTABAI

Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2022 melalui Zoom
pada hari Rabu, 18 Desember 2024 diselenggarakan oleh Mahkamah Agung



